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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR PM 143 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI

POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
perlu diatur mengenai sistem akuntansi pada Politeknik
Keselamatan Transportasi Jalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Sistem Akuntansi

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5310);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5668);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
76/PMK.06/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

217 /PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntans
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Menetapkan

16.

17.

Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang
Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1818);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Keselamatan Transportasi Jalan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 274);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 405/KMK.05/2014
tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan
Transportasi Darat (BPPTD) Tegal pada Kementerian
Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN SISTEM AKUNTANSI
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut
BLU, adalah instansi dilingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran  transaksi dan
kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya,
serta penyajian laporan keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat

SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh
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ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyajikan
laporan keuangan suatu entitas usaha.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang
menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan
menyajikan laporan keuangan sehubungan dengan
anggaran/barang yang dikelolanya, dan
menyampaikannya kepada entitas pelaporan.
Politeknik = Keselamatan Transportasi Jalan, yang
selanjutnya disebut PKTJ adalah instansi pemerintah
pada Kementerian Perhubungan yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-
BLU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang merupakan entitas pelaporan dan entitas
akuntansi.

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku
besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis
untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan
anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Sistem Akuntansi Politeknik Keselamatan Transportasi
Jalan adalah serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan aktivitas
keuangan yang  dilaksanakan oleh  Politeknik
Keselamatan Transportasi Jalan.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atas



